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<b>ABSTRAK</b><br>

Halaman Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak digunakan untuk menanggulangi
kejahatan. Selama tahun 1997 pidana penjara yang dijatuhkan sebauyak 59.672 yang terdiri dari 58.195
terhadap pelaku tindak pidanalaki-laki dan 1.477 pelaku tindak pidana perempuan. Pidana penjara sebagai
suatu. derita diharapkan rnanfaatnya untuk mencegah kejahatan memenunhi rasa keadilan dan sebagai cara
untuk memperbaiki atau membina pelaku kejahatan.

<br><br>

Pidana penjara pada masa pemerintahan kolonial Belanda merupakan reaksi negara akibat adanya suatu
tindak pidana dan diformulasikan ke dalam undang-undang hukum pidana, pelaksanaan pidana penjaralebih
banyak menggunakan pendekatan keamanan, karena tujuan .pidana untuk pembalasan. Setelah Indonesia
merdeka, keadaan ini masih berlangsung, sehingga DR. Sahardjo terdorong untuk menghapuskan
penderitaan orang-orang di Penjara, pemikirannya dituangkan pada saat menerima gelar Doctor Honoris
Causa di Universitas Indonesia dalam lImu-hukum tanggal 5 Juli 1963.dengan judul : ?Pohon Beringin
Pengayoman Hukum Pancasila Manipol/Usdek?.

Menurutnya tujuan pidana penjam adalah sebagai knnsep sangat manusiawi. Pelaksanaan pemikiran tersebut
diimplementasikan ke dalam undang-undang Rl nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dalam

pel aksanaannya tidak membawa perbaikan terhadap orang-orang di penjara, lembaga pemasyamkatan nidak
potensial sebagal tempat rehabilitasi narapidana. Dari kenyataan demikian pel aksanaan pemasyarakatan
perlu diperbaharui agar tujuan penjatuhan pidana berupa pemasyarakatan dapat terwujud.

<br><br>

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, ketentuan pidana penjara apakah telah berorientasi pada konsep
pemasyarakatan, pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara apakah menunjang kebijakan
penanggulangan kejahatan, pandangan masyarakat dan penegak hukum terhadap pidana penjara, faktor yang
memiliki keterkaitan dalam upaya mengimplementasikan sistem pemasyarakatan, upaya yang diajukan bagi
pembaharuan pemasyrakatan di Indonesia.

Berdasarkan hasil peneiitian, pemasyarakatan sebagai tujuan pidana sebagaimana dalam undang-undang RI
nornor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dalam pel aksanaannya belum bemjalan efekiitl pembinaan di
dalam lembaga pemasyarakatan belum menjamin bekas narapidana diterima rnasyamkat karena pembinaan
sangat terbatas sehinggatidak cukup bekal berkornpetisi di masyaxakat. K ecenderungan buruknya
pelayanan pembinaan narapidana, terbukti banyaknya peristiwa buruk yang

terjadi di lembaga pemasyarakatan, sehingga pemasyarakan sebagai tujuan pidana penjara menjadi
2tertunda? sehingga sulit untuk menunjang kebijakan penanggulangan kejahatan.

<br><br>

Menurut pandangan masyarakat pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dianggap tidak
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memenuhi rasa keadilan mereka yang dirugikan akibat kejahatan. Pidana penjara harus mengandung suatu
pembalasan yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan, pidana penjam harus membuat pelakunya
menjadi jera, tobat.

<br><br>

Menurut pandangan penegak hukum pidana penjara lebih dipahami untuk melindungi masyarakat, pidana
penjara salah satu sarana untuk merehabilitas pelaku kegjahatan. Sebagai suatu derita, pidana penjara
diyakini bertujuan untuk pembalasan maupun menjerakan pelaku, Serta melindungi kepentingan negara dan
masyarakat.pidana penjara dianggap suatu cara untuk melakukan pembinaan.

<br><br>

Faktor yang erat kaitannya dengan implentasi sistem pemasyarakatan sebagai faktor penentu adalah kualitas
pembinaan. Pembinaan yang diterapkan sepatutnya menjadikan narapidana memiliki kesadaran hukum.
Untuk itu petlu didukung petugas yang profesiona dan pendidikan keterampilan. peraturan perundang-
undangan, infrastruktur, dan penghargaan atas hak-hak nampidana seperti pemberian insentif.

<br><br>

Reorientasi sistem pembinaan, perlu disempumahn antaralain pendidikan keterampilan, pendidikan agama
dan diberikan hak-haknya, serta perlu dibina dengan memanfaarkan tenaga ahli (behavorial scientist)
maupun orientasi dirumah singgah. Penegak hukum menjadi penentu apakah pidana peniara akan menjadi
pemasyarakatan atau pemenjataan. Penegak hukum harus memahami dijatuhkan pidana penjara bukan
bertujuan pembal asan, tetapi mempunyai tujuan khusus yaitu mengembalikan narapidana ke masyarakat.
Oleh karen itu, pembentuk undang-undang saatnya merumuskan di dalam RUU KUHP yang memberikan
kewenangan kepada Hakim agar dalam keputusannya mencantumkan teori hukuman apa yang dijadikan
dasar penjatuhan hukuman. Hakim diberi kebehasan mempertimbangkan kerugian yang diderita korban dan
korban tidak keberatan atas pidana yang dijatuhkan. Hakim saatnya mempertimbangkan pemberian ganti
kerugiau dan pemenuhan kewajihan adat.

<br><br>

Rekomendasi, perlu pembaharuan falsfah pemidanaan, dalam hal ini harus ditegaskan kembali makna dan
tujuan pidana penjara, untuk itu perlu ada kesamaan pemahaman antara penegak hukum, petugas
pemasyarakatan serta pembentuk undang- undang (legislator) maupun masyarakat mengenai makna dan
tujuan pidana penjam.Perlu ke elasan arah dan apa tujuan pidana penjarayang hendak dicapai, perlu
penggantian dan penarnbahan infrastruktur untuk mendukung proses pemasyarakatan, serta meningkatkan
kemampuan petugas dan penegakaan disiplin dan tanggung jawab dengan mengaplikasikan ilmu
pemasyarakatan. Amandemen UU RI No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Swastanisasi dalam
mengel ola lembaga pemasyarakatan, mendirikan rumah singgah dengan melibatkan kalangan perguman
tinggi dan masyarakat, mengembangkan penjara terbuka (open prison). Jaminan perlindungan hukum
kepada bekas narapidana dan perlu merevitalisas peran dan sumbangan akademi ilmu pemasyarakatan
dalam pengembangan pemasyarakatan narapidana.



